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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO

NOMOR B9 TAHUN 2010

TENTANG
URAFAN TUGAS DAN FUNGSE

DINAS FPETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONIM),

bahwa: sesuai hosil evaluasi pelaksenann gtonomi dacrah dan pensisan
kelembagaan di Kabupaten Sitebondo, terdapat’ perabahan tugas dan
fungsi Dinas Meternakan Kabupaten Stubondo;

hahwa puna maksnd schagaimany. buruf a konsideran ini, Peramran
Bupali Nomer 45 Tahun 2008 tentang Uraiasn Tugas dan Fungsl Dinas
Peternakan Kabupsten Situbondo swudah tidak sessai lagi dalsm
perkermbangannya schinggs perlu digantt;

bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu
mengatur Uraian Togac dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten
Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bugati.

Undang-Undanz Nomor 12 Tahun 1950 tenieng Pembentokan Dacrah-
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawe Timur (Lembaran
Negara  Republik  Indomesia Tahun 1950 Nognor 19, Tambahan
Lembaran Meygara Republik Indanesia Momor 9);

Undang-Undatg  Nomor & Tahem 1974 tentang  Pokok-pokok
Kepegawaian {Lemberam Negam Republic Indonesia Tatwm 1974
Nomor 55, Tambahan T.ecmberan Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undeng NMomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Ataz Undang-Undang Nomor 8 Tabun
1974 tentang Pokok-pokak Kepcgawaian (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahon 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negura
Republik Indancsia Nomor 3890

Undang-Undang Nomor 16 Tabun 1992 tentang Kerantina Hewan, Tkan
dan Tumbuban (Lembaran Negara Republik Indonesia Talhum 1992
Nomor, Tambghan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

Undmg-Undang Nemor 17 Tahun 2003 ienlang Kemangan Negara
(lembarann Negara Repubbik Indoncsia Tahun 2003 Nowmer 47,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undimg—Undang Nomor { Tahun 2004 tentang Perbendaharzen Negara
[bemharan Negora Ropublik Indomesia Talom 2004 Nomor 05,
Tamthahan Lembaran Mepara Republik Indunesiz Nomeor 4355);
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11,

14.

15.

16.

Undang-Undang MNomor 10 Tahon 2004 terang Pembentukan Feranran
Perundanp-undongan (Tembaran Nepzra Republile Tndonesia Talun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indoncsia Nomor 4389);
Undang Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencansan
Pembangunan Nasional { Lembarm Megara Republik Indonesia Tahum
2004 Momaw 104, Tambahan Lembaren Negara Republik Indoncsis
Nomor 4421); :
Undang—{ndang Nomor 32 Tahur 2004 tentang Pemerintahan aecah
{(Lembasan Negarn Repubhik lndoncsia Tahon MU4 Momor 125,
Tamhshan Lcmbaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4437)
sebagaimana felah diubah dengan Undang-Undang Nemor 12 Tahun
2008 (enfang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 ieptang Pemerintahan Daerabh (Lembaran Megara Republik
[ndonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan |.embaran Negur
Republik Iklonesia Momor 4844);

Undang-Updang Nomor 33 Tahun 2(W4 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemenotahan Dagrab {I.embarsn Negam
Republik Indonesia Takun 2004 Momer 126, Tambahan Lembaran
MNepeara Republik Indonesia Nomor 4438},

Peraturam Pemermtah Nomor 28 Tahon 1972 tentang Pervhahan Nama
dan Pemindahan Tempat Kedixluken Pemerintabem Paerab Kabupaten
Panarukan (T.embaran HNegma Republik Indeopesia Talem 1972
Nomar 38);

Peraturan Pemmennotith Nomor 22 Tahun 1983 tentang Keschatan
Masyarakat Venteriner (Iambaran Megara Repuohlik [ndnnesia Tahun
19383 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 0Y;

Peraturan Pemerintah Nomor {35 Tahun 997 fentang Penofakan,
Pencegahan, Pembrantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan {Lombaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor , Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomor );

Peraturan Pcmerintah Nomor 100 Tahoa 2000 tentany Penganghkatan
Pegawal Neger: Sipil Dolam Johatan Stoktursl (Leoshasan Negara
Republik Indomesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahsn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telsh diubah
dengan Poratoran Pemerintah Momor 123 Talam 20072 tentang Perababizan
Atas Perstwan  Pemerintah Nomor 108 Tabun 2008 icotang
Pengangkatin Pegawai Negeri Sipil Dalam  Jshatan  Stuktwrat
{Lembaran Nepara Republik mndomesie Tahun 20002 Nomor 33,
Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Momor 4194%;

Peramran FPemcrintah Nomor 9 Talum 2003 tentang Wewcenmg
Penpangkatan, Pemindaban, dan Pemberbentian Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran MNegam Republik Indonesia Tahus 2083 Nomor 15,
Tambahan I.embaran Nepara Republik Indopesis Nowmor 4263),;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teatang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan T.embaran Wegars Fepublik Indonesia
Momor 4578);

Peraturan  Pewoerimtab Nomww 79 Talum 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Penpawasan Ponyelengparaan Pemerintahan Dacrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145,
Tambahan Lembarm Megara Republik Indonesia Nomer 4304);
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Peramran Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemermtahan Dacrah Propinsi, dan

Pemermtahan Daerah Kabupaen/Kota (Lembaran Megara Republik

[ndonesia I'zhun 2007 Momor &2, Tambahan Lemhbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraiuran Pemxrmitab Nomor 41 Tahe 2007 fomeng (panisasi Pemnghiat

Dacruh {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 267 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesin Nomor 4741 );

Peratwran Menter: Dalam Negeri Nomor 13 Tahm 2006 lentang

Pedoman Penpelolasn Keuangan Daerah schagaimana telah diunhah

denpan Peratiran Menteri Dalam Negert Nonror 59 Tabam 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tenlang Pedoman Pengelolasn Kewanygan Daerah:

Peraturan Menteri Lralam Negerd Nomor 15 Tahun 2006 fentang Jenis

dan Bemwtuk Mroduk Hukum Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahum 2006 tentang.

Prozcdue Penyusuoan Produk £ lukarn Dacralt;

Perahoran Menterd Dadam Negeri Nomor 23 Tabum 2007 tentang Pedoman

Tala Cara Pengawasan Auns Penyelengpaman Pemerinish Daerah:

Peraturan Mented Dalam Negenn Nomor 53 Tahur 2007 ientang

Pengawasan Peraturzm Daersh dan Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Neged Momor 57 Tahun 2007 tentmy

Petunzuk Teknis Penatann Organisasi Perangkat Daerah;

Sural Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang

Pencepahan, Pernberatasan dun Pengobaen Pervakin Hewan Memdar:

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpis/TN.240/12/1992

]t?mfg Persyaratan: dam Pepgawasan Pemasukan Daeimg dari Loar
CRCTi;

Peraturan Dracrah Kabupaten Situbonde Nomer 02 Tahua 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 92);

Peraturan Daectah Kabupaten Situbonde Nomor 03 Tahum 2008 tentang

Susuran Organisasi dan Tatn Kena Dimms Daerah Kabupaten Sicubomdo

(I.emharan Naerah Kabupater Situbondn Tabun 2008 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

FERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSE
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO

BARI]
KETENTUAN UMUM
Maxal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.
2,
3.

4,

Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

Bupati adalah Bapat Siubonda.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selamjutnya dissbut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Doerah Kabupaten Situbonde.
Pemerintah Daerah adalah penyelengpaman vrusan pemerintaban oleh
pemerintshan dacrah dan DPRD mepunn asss otonomi dan fugas
pembantian dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud
dalam Undang-Undang Masar Negara Republik Indoniesia Tahun 1945,



(1)

(2}

(3)

Pemerintahan Dacrah adatah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan dasrah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretars Daerah Kabupaten Situbondo.

Dinas Peternakan, yang sclanjutnya disshit Dinas adalah Dinas
Peternakan Kabupaten Situbondo.

Kepala Dinas adafah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur
pelaksana operasional Dhinas.
BAE 11
EKEDUDUK AN, TUGAS, BAN FUNGSI
Pasal 2

Dinas Peotermakan meropakan uwnsur pelaksang Pemerintah Daerab di
hideng petemak:m.

Pinas Poterme st ipimpin olch Kepala Pmas vang borads di feresh dear
bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas I'eternakan dalam melaksanakan tugasnya &1 biding teknis
acdministrasi dibma dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Prsal 3

Dinas Peternakan mempunyai tupas membantn Bupati dalam melaksanakan
kewenangan di bidang peternakan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan togas sebagaimana dimaksed dajam Pasal 3, Dinas
Peternakan menyelenggarakan fungsi

:h
b.
C.

8

perumusan kebijokan teknis di bidanp petornakan;

penyusunan program di bidang pelernakan;

pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan cvalessi di Indanp
P :

pemberdayaan dan peningkatan usaha petermakan;

penyodivan, pengadsan. dan pendistribusian sarana dan  prasarama
produksi peternakan;

pembitian das penyuluhan penmgkatan produksi dam mutu heedl
petemakan, serta pemasatan hasil petemakan

pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia kelompok tani
temnak;

penanggulangan penyakit termak;

pelaksanaan pombinesn dan  pelpyanan wmum & biduny  usaha
peternakan;

pengkaiian dan penerapan teknologi peternakan di tingkat petemalke:
pembinaan  Umnit Pelaksama Tebnis Dinas  dalam  lingkup Dinas
Peternakan;

pengelolzan urusan ketatansahasn;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan wleh Bupati.



BAE III
ORGANISAST
Pasal 5

Organisast Dinas Peternakan Lendin dars -

a
b.

Kepala MMnas.

Sekretanat, membawahi -

1. Sub Bagian U

2. Sub Bagian Kewnpan ; dan

3. Sub Bagian Perepcanaan, Evaluasi den Pefaporan

Bidang Eeschatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, membawahi :
1. Sekst Kesehatan Masvarmkat Veteriner |

2. Sckai Pengamatan Penyakil Hewan ;. dan

3. Scksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
Bidang Usaha Peternakan dan Penpratan Modal, membaswahi
1. Scksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan ;

2. Seksi Penyebaran den Penpembangan Ternak ; dan

3. Seksi Usaha Peternakan.

Bidang Budidaya dan Pengembangan, membawah: :

. Sekst Pekan Fernak ;

2. Scisi Perbibiten : dan

3. Seksi Kaji Terap Tekpologi.

Unit Pelaksana Tekms Dias ;

Kelompok Jebatan Fungsional.

Paszal 6

(1} Sekremariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala

Bidang vang masing-masing berada dibawah dan bertangeung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2} Masing-masing Subr Bagin dipimpn olch Kepala Sub Bagian venyg

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

{3} Masing-masing Seksi dipimpin aleh Kepala Sckei vang herada di bawah

dan bertangmmg jawab kepada Kepala Bidang,

BABIV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kexato
KEPALA DINAS
Pasal 7

Kepala Dinss mempunyai tmgas memimpin, melakukan koordinasi dan
pengendalizn dalam penyelengguraan kegiatan di bidang peternakan,



Bagian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal §

Sekretariat  mempunyad  tugas membanie  Kepala Dinas  dalam
penpgkoqrdinasian, penyvsoman  program  dan pefaksanaan  evaluasi

penyelenggaraan tugas-tugas Didang sccara icipadun dan tugas pelayanan
administratit kepada selornth satusn prgunisasi dalam lingkungan Dinas,

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sckretariat
menyelengrarakan fungsi :

4.

b.
C.

T®E e A

-
i

(1)

{2)

pelakeanaan tata wsaha kantor, perlengkapan, urusan tumszh tangga
Dinas, dan sdiministragt &t lingkungan Thnas;

penyusunan rencand Kegiatan tahunan [hinas;

pengkontdinasian penynsunan program dan penyelenpgaraan mpas—
tugas bidang secara terpadu;

proyiapan babian evaleasi tupas—tagas bidang secara terpaduy,
pelaksanaan wrusan kewempan;

pelaksanaan urusan wmum,

pelzksanunn urusan kepegawaian,

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

pelaporan hastl peiakaanaan tagas, dan

pelaksanaan wgas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Parapraf 1
Sub Bapian Umum
Pasal 10

Sub Bapian Umain sebagaimana dimaksed dalam Pasal § hunt b angka
i, mempunyai tugas melaksanakan kefatsusahasn, dan tafa usaha
Kepegawsian.

Thalzon melaksanakan tagas wbagﬂm ditealesud pada ayat (1), Sub
Bagizm Umnm menvelenpgarakan fungsi

& pelaksanaan urusan ramah tangga dan protekol Ditess;

b. pelaksanean pengadaan kebutuban barang dan pengadmimstrasian
burang-barang koperluan Dhnas dan perbekalan lain,

pelaksanzan urusan sural- menyurcad;

pencatatan dan pelaporan barang mventaris;

penpadaan dan pemelibaraan pertenghkapan;

pembuatan laporar inventarisasi barang (aset) Dinas;
penyelenggaman  tugas  kepegawaian DPinas  yang  meliputi
peogumpulan  data kepepawaian,  pembuatan  Dafiar Unat
Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan  yang menyangkul
kenafkan gaji berkala, kenaikan pangkat mumasi pegawai,
pengangkatan dan pemberhentian pogawai;

h. penvelenpgaraan kescjahtcraan popawai:

i. penyusunan Laporan Kepegawaian;

m s e oo



(D

2)

{1}

(2}

pelaksanaan ketalansabaan:

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretans; dan

| pelaksanasn tugaz kedinasan lain yang dibenikan oleh Sclactans
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Lo b

Paragraf 2
Sub Bagian Keunangan
Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksdud Pasal 5 huruf b angka 2,
mempunyai tugas perencanaan dan  mefaksanakan  administrasi
keuvangan.

Dty melakeanelan taras sebapaimana dimak=un pada ayat (1), Sub
Nagien Keuangan menyclenggarukan fungsi :

+. pelaksanaan administrasi kevangan Dinas yang melputi: pembuakaan
realisasi anggatan pendapalan dan belanja Dinas serta penbayaran
gajl pegawai;

penyiapan Luparan pertanggangjawaban kewangan Dinas;
penyelesatan runtutan ganfi rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
pelaksangan ketatausaheron;

pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretans; dan

pelaksanaan fugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesual dengan tugas dan fungsinys

- oae P

Parapraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Fasal 12

Suls Bapian Perencanaan, Fvaluasi dan Pelaporan sebagainmmna
dimaksud Pasal 5 huraf b angks 3, mempunyai fuges perencanaan dan
melaksanakan adminisiras) perencaELAsTL.

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud pada ayal (1)}, Sub
Bamian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarskan fungsi :
a. penyusunan Renstra dam Renpa Dimas;

b. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Persbisvaan
{hinas;

penyusunan Budaya Kerja Dinas;

penyusunan LAKIP Dins,

penyusunan svaluasi kepaten Dinas;

pelaksanaan Penprwrazsm Melekst (WASKAT) di lingkungan Diag;

Penyusunan Laporan Penyelenggarasn Pemerintahan  {laerah
({LPPDY;

pelakeanaan ketatangabaan;

pelaporan hasil pelalcsanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

pelaksanaan tugas kedimasan bain yang diberikan olech Sekretars
sesual dengan mgas dan fungsinye,

o g
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Bagian Ketiga

BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN
MASY ARAKAT VETERINER

Pacal 13

Bidang Kesehatan Hewan dan Masyaraki Veteriner mesnpunyai tugas
membantn Kepala Dinas dalam melaksanakan lugas Dinas Peiernakan di
bidang keschalan hewan dan masyarakat veteriner.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksnd dalam Pasal 13, Bidang
Keschatan Hewan dan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi

a. pelaksanaan kewnspadaan dini dan pengendalian dini terhadap penyakil
hewan menular;,

h.  pelaksanazn pencegahan, penyerndalian, permnboermiasan dan pengobatan
penyakit hewan;

c. pelaksanaan penyidikan, pemetsan dan peramalan wabah penyalkit
hewan menular;

d.  pelaksanaan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan (PPAH),
praduk non pangan asal bewan (PNPAH) dan produk olabses asal howan

¢, nclaksapasn pembinaan dan pengembanpgan pelayanan pemertksaan
laboratorium keschatan bewan dan masyarakat vetcriner;

f  oclaksansan pembinasn don pengawasan  pelayanan  kesehotan
masyarakat veteriner;

g.  pelaksanuan pencegahan, pengendalian, pesberantasan dan pengobatan
penyakil hewan menufar yomg bersifat 2oonosis serta pengarufinya pada
kesehatan masyarakat dan hngkungannya;

h.,  pelaksanaan tindak karantina;

i.  pelzksanaan pembinaan dan penpawazan kescjahteraan hewan;

j.  pelaksapaan pembingan dam pengawasan prakiek hygiene dan sanidash
pada usaha di bidang peternakan;

k. pclaksanaan pengendalion dan larangan terhadap pemolongan hewan
Turminansia betina produletif;
peredaran, penyimpanan dar pemakaian obat hewan;

m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kchijakan terhadap alat
keschatan hewsan dan kesmavet;

o  pelaksanaan kepiatan dan ketatansahaan:

0.  pelaporan hasil pelaksanaan mgas; dam

p. pelaksansan tugas kedinasan lain yang diberntkan olch Kepada Dinas.

Paragraf 1
Seksi Kenchatan Masyarakat Veteriner
Pasal 15

{1} Seksi Kesehatan Masyarakal Veteriver xsebsmimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf ¢ angka [, mempunyai tugas mefaksanakan sebagian tugas

Bidang Kesehatan Hewan disn Musyarakal Veteriner di bidang keschatan
masvarakat veteriner (K.esmaver).



(Zy Dalatn melaksanakan wgas sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Seksi

(1)

(2)

Keschatan Masyaraki Veteriner (Kesmavet) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengawasan peredaran dan fata miaga produk pangsn
asal hewan (susu, daging, telur), produk non pangan asal hewan
(kuht, buly, tulang, tanduk dan darah} dan produk olahan asal hewan
yung kelvar/masuk Daerek;

b. pelaksanuap pembinaan dan pengawasan terhadap produk olahan
asal hewan,

¢. pelaksanaan pengawasan dan penolakan terhadap produk pangan
asal hewan den produk olahan asal hewsn yang tidak memenuhi
stanklar kesebhatan;

d. pelaksanaan pemeriksaan ante mortum tethadep ternak dam post
mortum terhadap semua hasil pemolongan temak yang akan
dikiomsumsi;

€. pelaksanann pembinaan dan penmpawasan tempat panjajaabikios
penjualan daging, telur dan susu;

L. pelakssnasn pengendalian dan Jarangan terbadap pemotongan hewan
betina produkiif di Rumak Potong Hewan:

2. pelakeanaan pembinaan, pemantauan terhadap kegiatan pemotongan
bewan dan kesejahterazm hewan sebelum dipotong;

bh. pelaksanaan pembinesn dan pengawesan hygiene sanitasi pada
Rumah Potong Hewan, Rumah Poiong Ungeas/Tempal Pemotongan
Ayam, tempat pengepul tefur, perusahasn susu, tempat penyvimpanan
bahan asal hewan dan bahan pangan asal hewan;

t. pelaksavian  pembinamn  dan  pengawasan  tertmdap  aspek
kesejahternan hewan yaltu menghindarkan hewan dari tckanan fisik
dan mental;

1. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap produk pangan
asal hewan agur aman, sehat, utuh dan halal (ASLTH);

k. pelaksanaan pengujian tesidu obat bewan terhadap produk pangan
asal hewan;

[. pelaksanaan ketatausabaan;

m, pelaporan haxil melgksanakan tugas kepada Kepala Bidang
Kesehatan Hewan dan Mesyarakst Veteriners: dan

n pelaksanaan tngas kedinasan lainnya yang diberikan olebh Kepala
Bidang Keschatan hewen dan masyarakat Veteriner sesuai dengan
fieas dan fungsinya.

Paragraf2
Seloi Fengamatan Penyakit Hewan (P2ZH)
Pasal 16
Seksi Pengamatan Penyakit [lewan (P2H) sebagaimana dimaksnd dalam
Pasal 5 huruf'c angka 2, mempunyai tugas mefaksanakan sebagian togas

Bidang Keschatan Hewan dan Masyarakat Veteriner di bidang
pengamatan penyakil hewan.

Dalamn melaksanakan mgas sebagaimana dimaksud pada ayar {1), Seksi

Pengamotan Penyakit Hewan (P2H) merryelengipmakan fings: :

a. pelaksansan pengamatan dini (swvellence) tethadap kejadian
Penyakit Hewan Meoular (PHM) bescrta aspek-aspek
epideminloginya;
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b. pelaksanaan kewnspadaan dini {early warning sysiem) terhexlep
Penyakii Hewan Menular;

¢. pelaksanazan pengambilan spesimen untuk diperiksa ke Jaboratarium
keschatan hewun, mengidentilikasi dan melaksanakan tindak lanjut
hasil pemeriksaan:

d. pelakssaaan penpamatan, pencatatan dan pelaporan penyakit hewan;

g. pelaksinaan pemetaan dan persmalan penvebaran penyakit bewan
menular;

f. pelaksanaan pengawasan dan pengendelion lalu lintas ternak vang
terindikasi penyakit hewan menuiar;

o, pelaksznaan pemantasan penvakit hewar menolar pada nmah
potong  hewan, pasar hewmn, rnmnah poteng  unpeas/empat
pemotonpan unggas dan sentrafpenampunyan ternak lainnva;

h. pemberian usulan tentang states daerah wabah (penutupan dan
pembukann daerah wahah);

i. pelaksanaan bimbingan pelaksinesn penyidikan epidemilogi
penyikit hewan;

j. pelaksanaan pemantzuan penyakit hewan teshadap penpelolean
usaha peternakan hewan hobifkesayangan (per amimals),

k. pelaksanasn kctatausahaan:

l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Keschatan
Hewan dun Masyarakt Veteriner; dan

nmt. pelaksanaan tugas kedinasan lameya yung diberikan oleh Kepala
Bidang Kesehatan hewan don masyarakat Veteriner sesual denpan
hrgas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penvalkit Hewan
Pasal 17

Scksi Pencegahan dan Pemberantasan Penvakit llkewan sebagaimana
dimaksud dalam I"asal 5 hunf ¢ angka 3, mempunyai tuges
mielaksunuaksm schagien tugas Bidang Keschatan Hewan dan KMasyarakost
Veteriner di hidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

Dralam melaksanakan lugas sebagaimena dimaksud pada ayar (1), Seksi

Pencepahan dan  Pemberantasan  Penvakit Hewan  (P3H)

menyetengparakan fungsi :

A. peclaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengohatan penyakit
hewan;

h. pelaksanaan tlindak pengehalan hewan (vaksinasi, imunisasi.
peningkatan status gizi);

€. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan lethadsp tenaga teknis
kesehatan hewan (paranmedis  votormer, vaksinator dat  ovedis
veterinery,

d. pelaksannan pembcorantasan pemyakit di wilayah sesual dengan
starular operasional prosedur (SOP);

¢. pelakzanaan pembinaan dan penmgawasan terhadap uoit pelayanan
kesehalan hewsn - puskeswan, kinik hewan, praktek dokter hewm
mandiri dan atau badan hukum yang meleksakan usaha pelayanan
keschatan hewan;



11

f. pelaksanaan pengawsasan pembuatan, peredaran, penyimpanan dan
penggunaan vafein, seea dan bahan digmostik biologik untuk hewan,
pemakaian adjuvan yung menggunakan bahan obat hewan sebagai
CAMpUraniiya;

g pelaksanaan pembantuan tindak karantina;

h. pelaksanaan sosialisasi tethadap pencegahan, pembcorantasan L
penyebaran penyakit hewin roetelar;

i. pelaksanaan ketatausehaan;

J- pelaporan hasil melaksanakan tugas kepada Kepala Bidang

Kezsehalan Hewan dan Masyarakt Veteriner; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya vany diberikan oleh Kepala
Bidang Keschatan Hewasn dun Masyerakat Veteniner sesual dengan
tugas dan humgsinva,

Bapian Keempat

BIDANG USAHA PETERNAKAN DAN
PENGUATAN MUDAL

Fasal 18

Bidang {xaha Peternakan dan Penguatan Medal mempunymai tugas membantu
Kepala Dinas dakamn melaksanakan tugas Dinas Peternakan di bidang nsaba
peternakcan dan pengnatan modal.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tupas dimaksud dalam Pasal (8, Bidang Usaha
Peternakan dan Penguatan Modal menyelengparakan fungsi -

2.
b
¢.

g 0 oA

(1

(2)

pelaksanaan pelayanan usaha peternakan:

pelaksanaan pembinaan, penguatan produksi dan pemasaran  hasit
peternakan,

pelaksanasn pemtbinaan sumberdaya peternakin dan pengustan modal;
pelaksmmann peningkatan sumber daya poternakan;

pelaksanaan inlormasi tekoologi petermnakon tepat guna;

pelaksanaan peningkatan penyebaran terpak pemerintah;

pelaksanaan kegiatan ketalausuhaan:

nekiporan hasil pelaksanaan higas; dan

pclaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Scksi Sember Days dan Kelembaguan Peternakan
Fazal &

Seksi Sumber Daya dan Kelembapaan Polemakun sebagaimana
dimaksud dalfam Pasal 5 huruf d anpka 1. mempunyai tugas
melaksanakan schagian tugas Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan
Muodat di bidang sumber duya dan kelembagaac peternakan

Dalarmn melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada aval (1), Seksi
Sumber Daya dan Keletnbagaan Peternakan menyelengparakan funpsi
a  pelaksanaan wdentifikasi dan inventarigast swmyber duya alam dan

sumber daya manusia;



)

(2)
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b. pelaksanadn pemetaan dan pembinasn kawasan potensi peternakan;

¢ pefaksanaan petencanaan dan  pengembangan  kawasan  potens
peternakan;

d. pelaksanaan pembinaan Rumah Tangga Peternak:;

c. peclaksanaan pembinaan kelembagasn hidang peternakan;

f. pclaksanaan pembinzan dan  pengawasun  sarana  produksi
petemnakan;

g pelaksanaan peningkatan promosi produksi peternakean;

h. pelaksanaan perabinaan wuntuk  meningkatkan sumber daye

i. pelaksanaan penyebaran Informesi Tekmologi Tepat Guoa di bidang
petermakan;

J.  pelaksangan peningkatar ketoramprlan potermrk;

k. pelaksanaan ketatausahaan;

. pelaporen hasil melaksanakan togasnya kepada Kepala Bidang
Usaha Peternakan dan Peoguatan Modal; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oich Kepala Bidang
Usaha Petetnokan dan Penguaten Modal sesuni dengan tmgas dan
fungsinya.

Parapraf 2

Schsi Penyebaran dan Pengembangan Termak
Pasal 2}

Seksi Penyebaran dan Penpembangan Ternak schapgaimana dimaksud
dalam Pasal § huruf d angka 2. mempumyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Usaha Pelemakim dan Penpuntmm Modal di
hidang penyebaran dan pengembangan ternak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1),

Seksi Penyebaran dan Pemgembangan Ternak menvelenpgargkan fungsi:

a. pelaksanaan  wlentifikasi dam  lnvenlariswd  polensi  wilayah
penyebaran dan pengembangan Peternakan;

b, pelakssnaan pemetaan  potemsi  lokasi | penyebaran dan
pengembangan pelernakan;

c. pelaksanaan pembinpan wilayah penycbaran dan pengembangan
ternak:

id. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ternak Femerintah;

€. pelaksanaan kebijakan pola penyebaran dan pengembangan tcrnak
Pemerinlah;

a. pelaksanaan pembinaan lokasi penyeharan temak Pemerintah;

b. pelaksanaan pemhbinaan, bimbingan dan seleksi calon pengeaduh
temnak pemerintah;

<. pelaksangan percmajaan ternak Pemerintah;

d. pelabsanann distribest dan edistriboes? emak Pemerotzh;

e, peloksanaan kctatausahaan;

f. pelaporan hasil wmelzksanakan tugasnya kepada Kepala Bidang

Usaha Petsmnakan dan Penguatan Modal; dan

g pelaksanaan tegas kedinasan taie yang diberikan oleh Kepala Bidang
Usaha Peternakan dan Penguatan Modal sespai dengan tueas dam
fungsinya.
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Parapraf 3
Seksi Usaha Peternakan
Passl 22

{11 Scksi Usaha Poternakan scbagaimana dimaksud datam Pasal § ot
angka 3, moempunyal lugas metaksanakan sebayian tugas Bidang | saha
Peternakan dan Penguatan Modal di badarre usaha petermakan.

(2) Dalam mclaksanakan tugas sebapaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Usaha Peternakan menyelenpgarakan fiingsi

a. pclaksanaan peoumbuhan dan pengembangan usaha petcrnakan:

b.
¢. pelaksanann pembinasn uspha di bidang peternakan;

d.

c. polakeanaan inventansasi  kekerscdiasn  den kebutvbon  produk

pelaksunnan identifikasi dan rekomendasi usaha bideng poiernakan:
peiaksanaan penguaian modal usaha di bidang petamalksn;
pangan asal hewan (suso, telur, daging);

pelaksansan  bimbingan — pembanguman  penpelolass dm

uperasionalizsass pasar bewan;

. pelaksanaan penataan, pembinsin, pengaturan falu lintas temak dan

penertiban kelengkapan administeasi temak di daerah:

. peluksunasn pemantopan Herpa Temak dan Bahan Pangan Asaf

Ternak;

pelaksanaan bimbingan dan pelaksanasn studi amdalATKI, — UPL di
bidang peternakan;

perberian ekomendasi kredit usaha di bidang petemnakan kepad:
kelompok, petermak marpun swasta;

pelaksanaan pemantanan dan pengawasan pelaksanaan jjin usaha
pelermakan:;

pelaksanaan pengawasan pedoman kerja sama‘kemitraan usaha
peternakan wilavah Kabupaten;

. pelaksanaan ketatausahaan;
. pelaporatt hasil melaksanskan tugasrya kepada Kepala Bidang

Usaha Peternakan dan Penguatan Madal; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lzin yanyg diberikan oleh Kepala Bidang
Usaha Peternakan dan Penguatan Modal sesuai denpan  tugas dan
fungsinya
Bngizn Kelinra
BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN
Pasal 23

Bidang Budidays dan Pengembangan mempunyai tugas membarntu Kepala
Drinas datan melaksanakan tugas Dites Picroadan df bidang buadidaya dan
pengembangan

PFasat 24

Pralam melaksanokan tugas dimaksud dztam Pasal 23, Bidesg Budidaya dan

Pengembangan menyelengparakan fungsi

4.  pelaksanzan bimbingan dan pembinsan teknis budidaya dan teknologi
serta reprivtukst termak;
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pelaksanian perumusan pengembangar dan penerapan bioteknologi
peternakan;
pelaksanaan peningkatan mutu ternak melalai rekayasa genctika;
pelaksanaan bimbingan dalam peningkatan mutu pakan ternak dan
pengcmbangan hiiauan makanan ternak
pelakzanaan pembinaan mumm ternak;
pelaksanaan pelestarian dan pempgembangan plasma nuftah ternak;
pelaksanaan permnbinzan dan pengawssan produoksi pakan, bibilhenih
ternak;
pelaksunaan penpgawasan dan bimbingzn pemanfaatan sinmberdaya alam,
lingkungan hidup dan energi yang digunaken uetuk pepgembongan
petermnakan;
pelalsanaan pembinapn tontang produksi, reproduksi dan tatalaksana
peterpakan:
pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
pelaporn hasil pelaksanaan hgess; dan
pelaksanaan mgas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Selosi Pakan Ternak
Paxz] 25

Seksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e engka

1, mempunya tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Budi Daya

Pengembangan di bidang pakan ternak.

Dalnmme%aksmnkanmgmsebmmdtmakmﬂpadaaym (1), Seksi

Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :

B, pelaksanaan inventarisasi sumber pakan dan kebutuban pskan
ternak:,

b. pelaksaneen pembinaan dan bimbingan pemanfastan pakan ternak

dan limhah pertanian:

pelaksanaan pengumpilan data tekmologi pakan temek;

d. pelakssnaan bimbingan peoerapan tekoologi pakan temak dan
penzuiian mutu pakan ternak:,

e. pelahsanasn pengawasan peredaran mute pakan jadi dan konscntrat,

f. pelaksvanaan himbmgan penerapan iteknologi opiimasi lahan dan
pengelolaan pemanfaatan air untuk budideya peternakan;

g. pelaksangan bimbingan pengelolaan, penyebaran bibit'benih ITijouan
Makanan Ternak -

h. pelaksznaan bimbingan ussha mint Feediml {pedesaan);

i

1

1A

pelaksanaan himbingan ketersedigan hijauan pakan, pakan jadi,
konsentrat, pakan tarnbahan dan pakzn pengganti;

k. pelaksanaan ketaransahaso:

1. pelaporan hasil pelakssnasn tigasnya kepada Kepala Bidang Budi
Daya T'engembamgan; dan

m. pelaksanasn tapas kedinazan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Budi Daya Pengemhangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Scksi Perbibitan
Pasal 16

Seksi Perbibitan sebagaimana dimaksud datam Pasal 5 huruf ¢ angka 2,
mempunyai lugas  melaksanakan sebagpian mpgas Bidang Budi Daya
Pengembangzan di lidang perbitntan.

Dalam melaksanakan tupas schagaimana dimaksud pada syat (1),

Seksi Perbihitan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan inventarisasi potensi wilayah sumber bibit dan
penerapan standar perbihitan;

b. pelaksansan pengipian, peogawasan den pembisssn mutu bibit
ternak zerta melakuken registrasi/pencutatan;

¢ pelaksanaan bimbingan seleksi iemak bibit, pembuatan seria
pengesahan silsilah ternak,

d. pelaksanaan pengawasar peredaran bibit (benih $crmak} dan
penetapan lokast penyebarannya:

e. pelaksanpan pelestarian  dan  pengembangan plasmz nuftah
reternakan,

. pefaksanaan bimbingan scritikasi pejanion ungpul pemacek;

g. pelaksanaah  pengaturan, pengecckan,  peoyimpanan  dan
pendistribusian  bahan, sarana dan pressapa Insemmimes Boatan,
T'ransfer 'mbrio dan Bio tekmologi reproduksi Iainnya;

h. polaksanasan bimbingan pepcrapan standar teknis dan sertdfikasi
perhibitan:

I. pelaksanaan pengembapgbiakan dan  alih  mwdigsh  guna
meningkatkan muty genetik 1omaks

J-  pelaksanaan pemantauan hasil Inseminas: Bualan, Transfer Embrin

serta Bio teknologi lainnya;
k. pelaksannan bimbingen teknis SDM Reproduksi Petcrnakan;
|. pelaksanaan ketatausshaan;

m. pelaporan hazit pelakseraam tugasnyz kepads Kepala Didang Bodi
Dayva Penpembangan; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasim lain yang diberikan ofeh Kepala Bidany
Budi Daya Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

FParagraf 3
Sekai Kaji Terap Teknologi
Pasal 27

meksi Kaji Terap Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Masal 5 npaf
¢ angka 3, mempunyai tugas mefaksanakan sebapian tgay Bidang Budi
Daya Fengembangan di bidang kaji terap teknologi,

Dalam melaksavakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Scksi Kaji Terup Teknologi menyelenggarakon fungsi :

. elaksanaan inventansasi teknologd petemakan;

b. pelakssnaan ufi penerapan tekmokagi alat dan mesin, sarmang produkst

ar;
¢. pclaksanaan uji  teknologi pengelolaan limbah  ternak  puna
memingkatksn pemantastannya;
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d. pelaksansan uji dan penerapan teknologi pengembanpan energi

tahan bakar howani;,

e. pelaksanaan pengkajian Bio Teknoleg Tepat Guna;
f. pelaksanaan penerapan hasil pengembangsnfemupan bam Bio

teknologi polcrnakan:

£ pelzksanaan pengawasan standar teknis tekmologi peternakan:

h. peclaksanaan ketatausahaan;

i. pelaporan hasil pelaksanaan (ugasnya kepeda Kepala Bidanp Budi
Daya Pengembrangan;, dan

J- pelaksanaan tges kedinasun lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Budi Daya Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BABRY
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Panpl I8
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